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BAB 1
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan
diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Untuk
mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintah harus mampu menerakan sistem yang kondusif
bagiberlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi. Prinsip
Good Governance atau kepemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak
dalam penyelenggaraan kepemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan,
cfektif,efisien akuntabel, demokratis dengan tetap menjungjung supremasi hukum.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerju pemerintah, maka
diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukan apakah sasaran atau kegiatan telah
berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan
dan program berjalan efektif, efisicn dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator
Kinerja strategis yang menjadi prioritas di sctiap Instansi pemerintah sebagai suatu bentuk
penajaman sasaran schingga diharapkan tujuan visi dan misi organisasi dapat tercapai sesuai
dengan perencanaan yang tertuang dalam RPIMD, RENSTRA maupun RENJA, yang telah
ditetapkan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007
tentang  pedoman umum Penctapan Indikator Kerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah.  Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja utama melibatkan pemangku
Kepentingan dilingkungan lembaga/ Instansi pemerintah yang bersangkutan, maka Pimpinan

Instansi Pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama.



-Maksud dan Tujuan Penentuan IKU.

Penetapan Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan disusun

dengan maksud dan tujuan :

1.

po

Untuk memproleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam
menyelenggarakan menejeman Kinerja secara baik.

Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran
strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan
akuntabilitas kinerja

Landasan Hukum

L.

(o]

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405):

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja
dan  Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaga Negara Republik
[ndonesia Tahun 2004 Nomor 75, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia
Nomor 4406):

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 138, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576):

Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan minimal ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 150, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4585)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)
Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2006 Nomor 96, tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4663)



7.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan
Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 97, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664)
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2004 — 2009 Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005
tentang kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri
Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terahir dengan Peraturan Presiden
Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor
9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata
Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia

Instruksi  Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang PercepatanPemberantasan
Korupsi.

[nstruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah



BAB 11
PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

DEFINISI INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan
sasaran - strategis perasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah  wajib
merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan
yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJIMD dan RENSTRA Satuan Kerja
Perangkat Dacrah.

Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon
I/SKPD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (Out Put)

untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

SYARAT KRITERIA INDIKATOR KINERJA UTAMA

Penctapan Indikator Utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria
Indikator Kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Satuan Kerja Perangkat
Daerah ( SKPD ) yaitu ;
1. Spesifik;
Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur,
sehingga mempunyai persepsi yang sama
2. Measurable,
Indikator Kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bergifat
kuantitatif maupun kualitatif,
3. Achievable;
Indikator Kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya olch
Organisasi.
4. Relevant;
Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat
mungkin ( keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur.

5 Timelines;



Indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatukinerja yang dapat
dicapai untuk kurun waktu tertentu. Sedapat mungkin Indikator Kinerja juga
fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan.

Dalam  penetapkan  dan  pemilihan Indikator Kinerja Utama hendaknya

mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1.

fad

Adanya keselarasan dan mengacu pada Dokumen RPIMD, RENSTRA
dan Kebijakan Umum.

Bidang kewenangan, tugas dan fungsi SKPD.

Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan

Akuntabilitas Kinerja.

Kebutuhan statistik pemerintah.

Perkembangan issue dan ilmu pengetahuan



BAB 111
GAMBARAN UMUM

Visi dan Misi
Visi dan Misi RPIMD Periode 2021-2026 merupakan visi dan misi pemimpin daerah
terpilih yang juga merupakan pimpinan daerah terpilih pada periode 2021-2024

Sesuai dengan visi misi Kepala Daerah terpilih, maka Visi Misi RPIMD tahun 2021-
2026 adalah :

"NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI MELALUI POLA PEMBANGUNAN
SEMESTA BERENCANA KABUPATEN TABANAN MENUJU TABANAN ERA
BARU” (AMAN, UNGGUL, MADANI (AUM))

Visi Pembangunan Kabupaten Tabanan 2021-2026 adalah Nangun Sat Kerthi Loka
Bali melalui pembangunan semesta berencana Kabupaten Tabanan menuju Tabanan Era Baru
yang Aman, Unggul, Madani (AUM).

“Nangun Sat Kerthi Loka Bali mengandung makna : membangun dan menjaga kesucian,
keharmoniasn, keseimbangan alam Bali beserta isinya secara sckala dan niskala yang terdiri

dari :

- Wana Kerthi, yakni menjaga keharmonisan dan kesucian hutannya;

- Danu Kerthi, yakni menjaga keharmonisan dan kesucian sumber mata air di
Danau;

- Jana Kerthi, yakni menjaga keharmonisan kehidupan manusianya:

= Atma Kerthi, yakni menjaga keharmonisan dan kesucian roh (atma dan Paratma)
secara niskala;

- Segara Kerthi, yakni menjaga keharmonisan dan kesucian pantai dan laut beserta
isinya;

- Buana Kerthi, yakni menjaga keharmonisan dan kesucian alam semesta (
keseimbangan buana agung dan buana alit),

“Pola pembangunan semesta berencana mengandung makna metoda pembangunan secara

menyeluruh dan bertahap.

“Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul, Madani mengandung makna membangun tatanan
Kabupaten Tabanan era baru mewujudkan masyarakat Tabanan yvang Aman, Unggul, Madani
(AUM),

- Aman yaitu memberikan rasa aman dan nyaman dalam berkehidupan maupun
bermasyarakat

- Unggul yaitu memiliki daya saing yang lebih unggul dalam segala bidang
6



pembangunan

- Madani yaitu mewujudkan masyarakat Tabanan yang sejahtera, schat jasmani
maupun rohani.
Misi merupakan penjabaran dari visi, yaitu serangkaian cara atau langkah-langkah yang

harus dilakukan guna mewujudkan visi. Sebagai penjabaran visi pembangunan Tabanan 2021-2026
;yang berorientasi pada terwujudnya kesejahteraan rakyat dengan menjamin hak setiap rakyat
melalui jalan Tri Sakti Bung Karno (Berdaulat dalam bidang politik, Berdikari dalam bidang
Ekonomi dan Berkepribadian dalam bidang Kebudayaan) atas pangan, sandang, papan, pendidikan,
keschatan, jaminan sosial, dan ketenagakerjaan, adat, Agama, tradisi, seni, budaya dan pariwisata,
Dalam mewujudkan program pembangunan kedepannya wajib dilakukan melalui Asta Program,
yaitu : pembangunan berbasis riset dan inovasi daerah. membangun data desa presisi, pemantapan
reformasi birokrasi, pembangunan rohani dan Jasmani yang sehat dan kuat, pembangunan ekonomi
yang berkeadilan sosial, pembangunan hukum yang berkeadilan, pembangunan kesejahteraan rakyat,
dan pembangunan industri berbasis potensi lokal.

Misi 1 : Mewujudkan masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan
(Aman) dalam rangka mencapapai misi ini, memberikan jaminan akan keamanan dan kenyamanan
bagi masyarakat Tabanan.

Misi 2 : Membangun masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdaya saing
tinggi di segala bidang kehidupan (Unggul).

Mist 3 @ Mewujudkan masyarakat Tabanan yang memiliki kemandirian secara sosial-

ckonomi di berbagai bidang yang berkepribadian dalam kebudayaan (Madani).

Dalam penjabaran Visi Misi RPJMD, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah
kabupaten Tabanan ada pada koridor misi kedua, yaitu Membangun Masyarakat Tabanan Yang
Memiliki Kemampuan Dan Berdaya Saing Tinggi Di Segala Bidang Kchidupun (Unggul), tujuan
kedua, yaitu terbangunnya masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdaya saing tinggi
di segala bidang kehidupan, sasaran kedua, yaitu Meningkatnya Kualitas Tata Kclola Pemerintahan

Daerah.

Tugas Pokok dan Fungsi
Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan Sesuai dengan

Peraturan Bupati Tabanan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan
adalah sebagai berikut :
. Sckretaris DPRD;
2. Bagian Umum;

3. Bagian Keuangan;

4. Bagian Fasilitasi Pembentukan Perda, Penggangaran dan

Pengawasan.



RINCIAN TUGAS
Sekretaris DPRD Mempunyai Tugas :

I

[E]

.

b.

d.

Menyusun kebijakan Sekretariat Dewan:

Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD bidang umum
dan kepegawaian, bidang perencanaan dan keuangan, dan bidang
keprotokoleran dan humas:

Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD bidang legislasi, bidang
penganggaran dan bidang pengawasan;

Mengarahkan pelaksanaan kebijakan dan program
Sekretariat DPRD;

Membina dan menilai pelaksanaan kebijakan dan program Sekretariat
DPRD;

Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan
pengembangan karier;

Menyelenggarakan administrasi pemerintah,
pembangunan, kemasyarakatan:

Menginventarisasi permasalahan Sekretariat DPRD dan mengupayakan
alternatif pemecahannya;

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan;dan

Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan scbagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban.

Kabag Umum mempunyai tugas ;

d.

o

<!

1]

Menyelenggarakan tugas administrasi umum, kepegawaian, humas dan
protokol serta melakukan pembinaan pegawai pada Setwan scsuai
dengan ketentuan yang berlaku:

Menyiapkan fasilitas rapat-rapat bagi DPRD dan Setwan:

Menyiapkan alat  kebutuhan rumah  tangga  pimpinan
DPRD:;

Menyelenggarakan pengurusan terhadap rumah jabatan, Gedung, Mes
DPRD, Kendaraan Dinas dan Barang Inventaris lainnya;

Menyusun kegiatan dibidang media masa, pengolahan data, informasi
dan protokoler;



L.

Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan
bidang tugasnya;

Memonitor serta mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan agar
sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja;

Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan
sesuai dengan pedoman ketentuan yang berlaku:

Menilai prestasi kerja bawahan scbagai bahan
pengembangan karier;

Menginventarisasi permasalahan bagian umum Setwan dan
mengupayakan alternatif pemecahannya:

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan;

Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban,

Dalam melaksanakan tugas dibantu olch :

1,

Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas :

a;

b.

(2]

d.

Melaksanakan urusan ketatausahaan Seckretariat DPRD:

Melaksanakan administrasi kepegawaian Sekretariat
DPRD:;

Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kepada bawahan

sesual dengan bidang tugasnya;

Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan
sesuai dengan pedoman ketentuan yang berlaku:

Menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;

Mengadakan koordinasi dengan sub bagian dilingkungan kerjanya
untuk terciptanya sinkronisasi dan keharmonisan kerja;

Menginventarisasi ~ permasalahan  sub  bagian tata usaha dan
kepegawaian dan mengupayakan alternatif pemecahannya;

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan:

9



I

Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi
dan, pertanggungjawaban.

Sub Bagian Humas dan Protokol mempunyai tugas :

d.

d.

Melaksanakan protokoler DPRD, penerimaan tamu-tamu DPRD serta,
mengkoordinasikan kunjungan kerja DPRD;

Melaksanakan administrasi perjalanan dinas DPRD dan Setwan;

Melaksanakan Tugas Kehumasan DPRD dan Setwan;

Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan
bidang tugasnya;

Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan
sesuai dengan pedoman ketentuan yang berlaku:

Menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier:
Menginventarisasi permasalahan Sub Bagian Humas dan Protokol dan
mengupayakan alternatif pemecahannya;

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan;

Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan scbagai
bahan informasi dan pertanggungjawaban.

Sub Bagian Asset dan Perawatan mempunyai tugas

d.

]

Melaksanakan penyiapan fasilitas rapat-rapat bagi DPRD dan Setwan;
Melaksanakan pengadaan alat kebutuhan rumah tangga pimpinan DPRD;
Melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Kantor
DPRD:;

Melaksanakah pengurusan terhadap rumah jabatan, gedung, mes DPRD,

kendaraan dinas dan barang inventaris lainnya;

Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan
bidang tugasnya;

10



Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan
sesuai dengan pedoman ketentuan yang berlaku:

Menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karicr;

Mengadakan koordinasi dengan sub bagian dilingkungan  kerjanya
untuk terciptanya sinkronisasi dan keharmonisan kerja;

Menginventarisasi permasalahan sub bagian asset dan perawatan dan
mengupayakan alternatif pemecahannya;

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan;

Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi
dan pertanggungj awaban.

Kabag Keuangan mempunyai tugas :

il.

b.

Melakukan pengelolaan keuangan DPRD dan Setwan:

Melaksanakan koordinasi ~ dan  pelayanan admunistratif
dibidang keuangan;

Menyusun rencana anggaran belanja ~ dan  kebutuhan
Sekretariat dan DPRD sesuai dengan ketentuan yang
berlaku:

Mengurus administrasi keuangan keperluan Sckretariat dan DPRD
berdasarkan ketentuan yang berlaku:

Menghimpun dan meneliti administrasi keuangan serta gaji Sekretariat

dan DPRD berdasarkan ketentuan yang berlaku agar administragi
berjalan benar;

Mclaporkan perkembangan fisik dan keuangan kegiatan Sctwan:
Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan
bidang tugasnya:

Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan
sesual dengan ketentuan yang berlaku;

Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan
pengembangan karier:



J. Menginventarisasi permasalahan bagian keuangan dan mengupayakan
alternatif pemecahannya;

k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan

I~ Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban.

Dalam melaksanakan tugas dibantu oleh :

I. Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran mempunyai tugas :

4. Melaksanakan penyusunan perencanaan umum dan rencana anggaran
belanja DPRD serta kebutuhan Sekretariat DPRD;

b.  MengkoordinaSikan pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan
bidang tugasnya;

Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

o

d- Menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;

e.  Menginventarisasi permasalahan sub bagian perencanaan
dan anggaran dan mengupayakan alternatif
pemecahannya;

I Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan:

Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi
dan pertanggungjawaban.

=

[

Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas :

. Melaksanakan pelayanan administratif dibidang keuangan dilingkungan
Setwan;

b.  Mengurus administrasi keuangan Sckretariat dan DPRD;

¢.  Menyusun laporan  keuangan DPRD  dan  Sckretariat
DPRD:;

d.  Melaporkan perkembangan fisik dan keuangan kegiatan Setwan
berdasarkan ketentuan vang berlaku;

12



a

Menghimpun dari meneliti administrasi keuangan serta gaji Sckretariat
dan DPRD berdasarkan ketentuan yang berlaku agar administrasi
berjalan benar;

Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengari
bidang tugasnya;

Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan
sesuai dengan pedoman ketentuan yang berlaku:

Menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier ;

Menginventarisasi permasalahan sub bagian pembukuan dan pelaporan
serta mengupayakan alternatif pemecahannya:

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan;

Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi
dan pertanggungjawaban.

Sub Bagian Verifikasi mempunyai tugas :

Melakukan verifikasi SPJ, SPP dari SPM:
Menerbitkan SPM apabila SPJ telah dinyatakan lengkap:
Membuat registrasi SPM;

Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan
bidang tugasnya;

Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan

sesual dengan pedoman ketentuan yang berlaku;

Menilai hasil kerja bawahan scbagai bahan pengembangan karier;

Menginventarisasi permasalahan sub  bagian  verivikasi
serta mengupayakan alternatif pemecahannya;

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan;



Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi
dan pertanggungjawaban.

Kabag  Fasilitasi ~ Pembentukan Perda,  Penganggaran dan
Pengawasan mempunyai tugas :

i,

d.

m.

Mempersiapkan bahan  konsultasi dengan instansi terkait dalam
penyusunan naskah rancangan peraturan perundang-undangan

Menyelenggarakan dokumentasi dan informasi  produk
hukum

Menelaah dan mengkaji rancangan Peraturan Daerah dan produk hukum
lainnya

Menyusun dan mendistribusikan bahan-bahan
rapat/siding

Menyusun resume, notulen dan risalah rapat/sidang

Menginventarisasi, mengumpulkan, menghimpun data
dan menggandakan peraturan perundang-undangan

Memfasilitasi pengaduan aspirasi masyarakat kepada
DPRD dan memfasilitasi rapat dengar pendapat

Memverifikasi mengkoordinasikan dan  mengevaluasi
pokok pikiran DPRD

Memverifikasi mengkoordinasikan dan mengevaluasi KUA PPAS
Memverifikasi mengkoordinasikan dan  mengevaluasi
Pembahasan APBD/APBDP:

Memverifikasi mengkoordinasikan dan mengevaluasi
Pembahasan Perda Pertanggungjawaban Keuangan;

Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan
bidang tugasnya;

Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menilai prestasi kerja bawahan sebagali bahan
pengembangan karier;



0. Menginventarisasi permasalahan bagian fasilitasi pembentukan perda,
pengganggaran dan pengawasan sertan mengupayakan alternatif
pemecahannya;

p.  Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan

q. Melaporkah hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban.

Dalam melaksanakan tugas dibantu oleh :
1. Sub Kajian Pembentukan Perda mempunyai tugas :

a.  Mempersiapkan  bahan konsultasi dengan instansi  terkait dalam
penyusunan naskah rancangan peraturan perundang-undangan;

b, Mempersiapkan rancangan Peraturan Daerah dan produk hukum DPRD:
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h.

Menginventarisasi, mengumpulkan, menghimpun data
dan menggandakan peraturan perundang-undangan;

Menyelenggarakan dokumentasi dan informasi  produk
hukum;

Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan
bidang tugasnya;

Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan
sesuai dengan pedoman ketentuan yang berlaku ;

Menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;

Menginventarisasi permasalahan Sub bagian kajian pembentukan perda
dan mengupayakan alternatif pemecahannya;

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan;

Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi
dan pertanggungjawaban.

Sub Bagian Persidangan dan Risalah mempunyai tugas :

a.

b.

d.

Menyusun rencana jadwal kegiatan DPRD;

Mempersiapkan dan mendistribusikan bahan-bahan
rapat/sidang;

Mempersiapkan rapat-rapat yang diselenggarakan oleh DPRD;
Mempersiapkan dan  menyelenggarakan daftar  hadir
rapat/sidang;

Menyusun resume, notulen, risalah rapat/sidang yang disclenggarakan

oleh DPRD;

Menyampaikan hasil rapat/sidang pada pimpinan dan anggota DPRD dan
para pihak berkepentingan;

Menyimpan/mendokumentasikan hasil rapat/sidang;



Sub

Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kepada bawahan
sesuai dengan bidang tugasnya;

Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan
sesuai dengan pedoman ketentuan yang berlaku ;

Menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;

Menginventarisasi permasalahan sub bagian Persidangan dan Risalah
serta mengupayakan alternatif pemecahannya:

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan;

Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi
dan pertanggungjawaban.

Bagian  Fasilitasi Penganggaran dan  Pengawasan

mempunyai tugas :

d.

(2]

h,

Menyusun pokok pikiran DPRD
Merencanakan pembahasan KUA PPAS;
Menyusun Bahan Pembahasan APBD/APBDP:

Merencanakan Pembahagan Perda Pertanggungjawaban Keuangan;

Menganalisis data/bahan dukungan jaringan aspirasi;

Mengkaji ulang rumusan rapat dalam rangka
1|
pcngawasanl

Merancang bahan rapat-rapat internal DPRD;

Menganalisis bahan dalam pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;

Menganalisis bahan dukungan pengawasan penggunaan anggaran,

Menyusun bahan pengawasan pelaksanaan kebijakan:



m.

B

Merencanakan kegiatan hearing/dialog dengan pejabat
pemerintah dan masyarakat;

Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan
sesuai dengan pedoman ketentuan yang berlaku ;

Menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier ;

Menginventarisasi permasalahan sub bagian Fasilitasi Penganggaran
dan Pengawasan serta mengupayakan alternatif pemecahannya ;

Mclaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan;

Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi
dan pertanggungjawaban.

Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang

dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dengan program-program. Strategi adalah

merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan Strategis, sebab strategi

merupakan suatu rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya mewujudkan

tujuan dan sasaran dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi dan

keadaan lingkungan yang dihadapi.

Atas dasar arti dan makna strategi terscbut maka dalam rangka pencapaan

tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan menetapkan strategi untuk 5

( lima ) tahun kedepan adalah sebagai berikut:

=

Memfasilitasi setiap kegiatan DPRD Kabupaten Tabanan

6. Mempersiapkan berkas-berkas kegiatan DPRD tepat waktu dan mengarsipkan

dokumen-dokumen dengan baik

7. Memfasilitasi pemantapan hubungan kerja dan koordinasi antar lembaga dan antar
Alat Kelengkapan DPRD



8. Mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat, serta Asosiasi
Sckretariat DPRD Kabupaten/Kota se-
Indonesia

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan
oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam
pengembangan pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan
keterpadun dalam mewujudkan sasaran, tujuan instansi pemerintah. Oleh karena itu
kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan antara lain :

. Peningkatan dukungan administrasi, sarana dan  prasarana

terhadap tugas fungsi

2. Memtfasilitasi kegiatan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD
3. Mewujudkan produk hukum yang baik dan berkualitas

4. Mewujudkan cakupan sebaran informasi yang lebih luas tentang kegiatan DPRD

kepada stik older



Indikator Kinerja Utama

NO | SASARAN IKU ALASAN SATUAN
UKURAN
1 Meningkainya Fasilitasi Prosentase Mengukur Perda
pelayanan terhadap pengawasan penganggaran | kinerja DPRD
tugas dan fungsi DPRD dan | dalam
produk hukum yang pengawasan
terfasilitasi )
penganggaran
dan Pembahasan
produk hukum
2 Meningkatnya Nilai LKJIP Mengulur BB
Akuntabilitas kinerja kinerja
sekretariat DPRD Sekretariat
DPRD dalam
memfasilitasi
tugas dan fungsi
DPRD

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN

20

:RAH KABUPATEN



